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i EUANGAN DAN AKUNTANSI
aASEARAKATJURANGOMBD

N LAYANAN UMUM DAERAH

DE
NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

yenimbang ¢ a. bahwa  dalam
Kesehatan y
meningkatk
memberikay
dengan me

rangka meningkatkan pelayanan
ang bermutu dan terjangkau serta guna
an derajat keschatan masyarakat, perlu
1 fleksibilitas untuk mengelola keuangan

e nerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
ayanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
b. bahwa dajam rangka

pelaksanaan  pengelolaan
keuangan

Mg dan  untuk  memenuhi persyaratan
a’dmlmstratif Pusat Keschatan Masyarakat Jurangombo
Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah
scbagaimana  diatur dalam Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan  Umum
sebagaimana  telah  diubah

‘ dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan Badan
Layanan Umum maka perlu adanya pedoman tcknis
pengelolaan keuangan dimaksud;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
Pusat Kesehatan Masyarakat Jurangombo Kota
Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.
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Uml;m“_

Undane
l"(-l-l",nd ﬂn}n

Nomor Tahun 2004 tentanl
Ay, T:;IL:;-I}I“ {Lembaran Nepara H‘TI;L'ﬂ:‘:::i
Negara Republiy h:] N,m"“‘ 5, Tambahan Lembi
U‘“““‘}‘.-Unduni, ];UH('.HIH Nomor 4355); -
l‘t‘nlt‘l'ikmm“ ‘l’c u‘"““' 15 Tahun 2004 li-'."“t'l:]'
Keuangan ‘ml"t-“lulnun dan *I‘lim;j'.lll.“-l'.li“l"‘“k
Indonesia Patyyy, --u:1 Lembaran Negara l"cpl,lfm
Negara Republik 1:1 1L \ N,i."m:r e
Uml;l.ng“Undung ;i;mmh_m I.\.f"““r‘l*ll)lll; . ;
omor 32 Tahun 2004 tentabg
N Dacrah (Lembaran Negara Republik
iy Fahun 2004 Nomor 125, Tambahan
.\;:‘{::‘::':i;::T‘“:\?'!&“Yn lx‘(‘]lnlhlik Indonesin Nmus.)t' -I-L’!T}.
O teluh - dinbal beberapa kah terakhin
dengan U““““L‘--Umlnng Nomor 12 Tahun 2008 tentank
P.C:‘Ub“h““ Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor o
'I'nhun 2004 lentang Pemerintahan Dacraly (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5%

Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

nihtll'n“”
h“l“nl‘h‘i“ 'll

b Y ey
h.mummham

Indonesig

Undnng-‘[_}m[;mg Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintabh  Dacrah (Lembaran  Nepara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan  {Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintali Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
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Tﬂmbahan LCm
Nomor 4593};

iz;a;:::n}{l:"cmcrimah Nomor 8 Tahun 2'006 tcn:i:ﬁ
(Lembaran L;Eingan o PeerIQGOE:
Nomor 95 ;gara Republik Indonesia Tahun s
Indonesia non T 2aban  Lembaran Negara ReP
omor 4614);
Pcratur;'m Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Eznml:?ﬁ:“; Urusan Pemerintahan antara Pem?ri”;‘f‘h’
ahan  Daerah Provinsi, dan Pemernntd a_“
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008_
tentang  Urusan  Pemerintahan Yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Ql)fcmbaran Dacrah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor
Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas POKOK
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Dacrah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 / Menkes /
Per/X11/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan
Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal,

baran Negara  Republik Indonesi
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23. Keputusan Me

SK/111/2002 lnleri Keschatan Nomor : 228 / Menkes /

Pelayanan ;\:r{r}l:?ng Pedoman Penyusunan Standar
e nim = jib
24 gllaksanakan Dacrqul. Puskesmas ~ Vang W
. Keputusa : S
tentan Knbrv\'f[tmcn Keschatan Nomor 128 Tahun 2004
25. Peratutar, 1. (ah Dasar Puskesmas;
wmang‘ anahkota Magelang Nomor 19 Tahun 2014
ekt puqcmbcmukan Organisasi Unit Pclaksana
Sat Keschatan Masyarakat Jurangombo dan

Magelang, atan Kerkopan Pada Dinas Kesehatan Kota

( KAN : PERAT
yENETAP URAN  WALIKOTA ~TENTANG ~ PEDOMAN

pal

[35] v

o e

o

TEKNIS

PUgATq TEN‘GELOLMN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

SEBAG (ESEHATAN MASYARAKAT JURANGOMBO
Al BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

paerah adalah Kota Magelang.

pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

walikota adalah Walikota Magelang.

Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
gatuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan
Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
t dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan

pelayanan kepada masyaraka

Keuangan Badan
pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.

| Dipindai dengan |
@ CamScanner” |


https://v3.camscanner.com/user/download

. werja pada SKPD v

] ”13;[?““ Kerja adali;l?:zjgn?:cgfrapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat
,i,Llingkungan Pcmf:rintahDaera;;rii:s(:;:psama: Kerja PCT?IL‘J%““ Daerah
1 Keschatan Masvaralas .. ‘erapkan PPK- BLUD.

: P"isath Nunit pcla:{;?nf at Yang sclanjutnya disingkat Puskesmas
Jdaliclens’,aarakan Demb;m CKnis Dinas yang bertanggung jawab
mer: = \khcuangan adal EUnan keschatan di suar wilayah keschatan.
Lapord g alah Lapgran Pertanggungjawaban pengelolaan

 geuangdn PLlhkcsmas. Yang terdiri aas Laporan %era‘cn Laporan Arus

Kas: Laporan Rca_hsas[ Anggaran dan Catatan Atas La Oraln Keuangan.

Rencand Strategis }-anll; S(:lanjutnya disebiss ch;tI:'a adalah Strategi

gisnis yang memuat} Visi, misi, Program strategis, target kinerja dan

Enguk‘dl‘ﬂﬂ pencapailan kinerja PUSkcsmasl ’

pejabat Pcr_lgclola Puskesmas ¥ang selanjutnya disebut pejabat pengelola
adalah_pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional
puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat
teknis.

rE.Pcndapataﬂ adalah semua Penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan

] puskesmas yang mc:?lambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
persangkutan yang tidak perly dibayar kembali.

13_Belanjﬁ adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tdak akan (:Eipt:‘mlch pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

14, Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas, yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh
puskesmas.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas, yang selanjutnya
disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang
akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh BLUD Puskesmas.

16. Satuan Pemeriksaan Intern adalah perangkat Puskesmas yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu  pemimpin  Puskesmas untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan
bisnis sehat.

17.Dewan Pengawas Puskesmas, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan Puskesmas.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.
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BAB |
RUANG LINGKyp

Pasal o

Jang hnng;t:Ii_Jmpcdoman _teknis Pengelo) - :
skesmas angombo melipyg; - an keuangan dan akuntansi

pu cekuasaan pengelolaan kcuangan-

it erencanaan dan PeNgangparay,. .

elaksanaan anggaran; ’

Pembahan angearan;

akU“mnSi' pelaporan dan pertanggungj
aw

oo R

aban

BAB 111
PE«JAB?)T P?NGELOLP\ BLUD UNIT KERJA
USKESMAS JURANGOMBO

. Bagian Kesaty
Pejabat Pengelola Puskesmas

Pasal 3

pejabat Pengelola BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo terdiri atas:

1. Kepala Puskesmas sebagai
Jumngombﬂ';

b. Pejabat Pengelola Keuangan sebagai Penanggungjawab Keuangan BLUD;
dan

c. Pejabat Pengelola Pelayanan sebagai Pejabat Teknis.

pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas

Bagian Kedua
Penanggung Jawab

Pasal 4

(1) Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas
Jurangombo adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan
Puskesmas.

(2). Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
kewajiban :
a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan RBA tahunan;
¢. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan.
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- Bagian Ketiga
ejabat Pengelola Keuangan

Pasal 5
i engelola  Keua -
1) gae pdan pelaksan n[gan Puskesmas adalah Pcnaﬂggunglﬂ“ab
{ };cllﬂngﬂn ana lungsi tata usaha keuangan Puskesmas.

) Peﬂanggun.g]awa‘?, keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
2 ompunyal kewajiban -
Tmcngkoordinasikan PeNyusunan RBA;

‘b- mcm—iapkan dokumen pelaksanaan
c melakukan pengelolaan pendapatan
d mcnyelcnggarakan pengelolaan kas;
& melakukan pcn.g_:clo]aan utang piutang;
[ menyusun kebijakan pengelolaan b

!

anggaran Puskesmas;
dan belanja;

i arang, aset tetap dan investasy,
. menyelenggarakan sistem informas;i manajemen keuangan dan;

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

& meneliti kclelngl-:apan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan
parang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;

i meneliti Surat‘ Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawai
serta penghasilan lainnya;

k. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP );

1 menyiapkﬂn Surat Perintah Membayar (SPM);

m.melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

n. melaksanakan akuntansi;

o. menyiapkan laporan keuangan;

p. melakukan penatausahaan utang/piutang; )

q. melakukan penatausahaan persediaan, asset tetap dan investast; dan

r. melakukan penatausahaan ekuitas.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya penanggungjawab keuangan dibantu oleh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(4) Bendahara penerimaan dan pengeluaran ditetapkan oleh Pemimpin
BLUD.

Bapian Kcempat
Pejabat Teknis

Pasal ©6

(1) Pejabat Pengelola Pelayanan sebagai Pejabat Teknis mempunyai fungsi
sebagai penanggungjawab teknis di bidang tugasnya.

{2) Penanggungj a“.'ab teknis Sebagaimana dlm akSUd dalan] ayat (1]
mempunyai tugas :
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9 P

 mela
b' nlc ¥ 1 r . X .
" mfnlpff[*‘ngm ingjawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.

mrn!ﬂlsun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
ksanakan Kegiatan teknis sesuai RBA dan;

Bagian Kelima
Pembina Keuangan Puskesmas

Pasal 7

embind Keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dilakukan

eh pPKD scsuai kewenangannya.
[}

embina keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

-l _emberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan

i

Fi]

k]

;elatﬂ‘-a“ dibidang pengelolaan keuangan,

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo menyusun Renstra Bisnis
Lima Tahunan berdasar pada RPJMD.

Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup visi, misi,
program strategis dan penpukuran pencapaian kinerja Puskesmas.

Visi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} memuat suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra vang ingin diwujudkan.

\lisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Program strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat
program yang berisi proses Kegiatan yang berorientast pada hasil yang
ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
vang ada atau mungkin timbul.
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angukurzm pencapalan Kinerj
o -muat pengukuran yang
m:nwpmnn ]n_‘nu] kegiatan ta];un
!thrafakmr mternal
kiﬂ"fj“ tahun bernalan.

* S?bagﬂimimu dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan
beral
dan ckstcrnal ¥y

dengan  menpgambarkan
an dengan disertai analisis atas
ang mempengaruhi tercapainyd

Pasal 9

Qenstra sebagaimana dimaksyq

dal : ; .
i encand ImMplementasi 5 (lima) ¢ am Pasal 8 ayat (2) dilengkapi dengan

ahunan.

., Rencana implementasi ljma tahy

T merupakan gamb, han sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1= ‘

aran program | : :

: ima tahunan, pembiayaan hma
an, penanggungiaw ' 3

\ahunan, pens Bawab program dan prosedur pelaksanaan program.

genstra dan rencana implementas; lima
dasar penyusunan RBA dan ey

(3

tahunan dipergunakan sebagal
aluasi kinerja,

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 10

penyuSUnan RI?.)‘\ _Scbagajm;ma. dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3] disusun
herdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
menurut jenis lavanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan
«ang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN
E}an sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya.

Pasal 11

(1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
puskesmas.

{2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertentu.

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.

4| Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebutuhan vang sesuai dapat diprediksi dan dicapal serta
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Pasal 12

N sebagaimana dimaksuq dalam p
M R cinerja Puskesmas tahun berjalan;
a ﬂsumSi makro dan mikro;
) mrgt“ kinerja; .
nalisis dan perkiraan biaya satuan;
_erkiraan harga;
_;mgg;;r-.m‘ pendapatan danp biaya
f'. pesaran persentase ambang batas,
.]. rognosa laporan kcuungan-_ dan

hi e :
: Pfrkuaan maju ( Forward estimate )

asal 11 ayat (1) memuat

RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan usulan

egiatan, st ; P ; C e
rograrli‘l. kd'E; S andar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran
angd a qan alh an,
lranu

(2

Pasal 13

ginerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
puruf a meliputi :

4. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja:

. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
4 laporan keuangan tahun berjalan;

¢, rencana tindak lanjut.

—

(2l Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf b antara lain

a. asumsi tentang nilai inflasi;
p, pertumbuhan ekonomi;

c. nilal kurs;

d. asumsi tarif;

e. volume pelayanan;

f, pendapatan.

(3} Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
antara lain:

a.perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
b. keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan
barang dan /atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan
/atau jasa vang akan dihasilkan.
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qraan harga sebagaimar. ..
3 p.:-ﬂ'- akan csu“‘“l*;i!; Mang dlmakﬁudd |
P erupard : b arga jua) Broduk alam Pasal 12 ayat (1) buruf €
chitungkan bigy uk b; o S lah
.-mpu’lll Ya per gar,. arang dan/atau jasa setcla
* tercermin dari .p Satuan dan tinek. / ) : ,
‘_l-_Pfr“ dn larlrla}lanan Ilbkdl m;ugln }rung dchn[de“

AN aran pendapatan dan bi
ol

aya s . .
ayat ), et Meupakan l'c:u;:bagalma"nf’l dimaksud dalam Pasal 12
d‘in},amkml dalam satuap ua ana selurgh kegiatan tahunan yang
4an pelanja.

n :
1B Yang tercermin dari rencana pendapatan
gesaran persentase amban

% y bn o . .
g 12 ayat (1) hurufg, B Satns st

. gaimana dimaksud dalam Pasal
Merupakan besy, @ aksud

persumber dari  pendapatay an persentase perubahan anggaran

'.tcl'l'mkfm dengan mempert; OPerasional yang diperkenankan dan
ar Pertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD. g

prognosa lapor

o]
I [” huruf g n

an Keuanp; i
1erupak ngan se.bagalmuna dimaksud dalam Pasal 12 ayat
Pakan perkiraan realis

perli chCﬁImin pﬂdﬂl l'glporln i kcuanga—n tahun b{:ljﬂld“
i * mﬂlisaﬁi H 51 ﬂl
ng H r”!.blOn 1

4 raca daﬂ lélporan a k ' L Egaraﬂj]dpﬂran operd

iraan maju ' :
4 Pil'klrr"lt (1) I{urg‘?r‘lﬂard €stmalte) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 aya ' ! Mmerupakan perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dar

stikan kesinamb tahun yang direncanakan guna
GRS di dL mnambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 14

(1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.

(2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-
Unit Kera

Pasal 15

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.

(2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari BLUD
Unit Kerja Puskesmas Jurangombo, disampaikan kepada PPKD.

Pasal 16

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.
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Pasal 17

. kan
i : ta
rBA disesuaikan  dengan  ketentuan yang ditetap

an ;
,1\‘1;55“;:1 masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan:
pe earkt
ja
K"
Pasal 18
- d
: ¥ . maksu
cang telah dibahas dan diverifikasi TAPD scbagaimand 'd; Jalam
1l RA “P‘!Sﬂ] 16 disampaikan kepada DPPKD untuk dituangka
I ‘m t:
dﬁ:; 1gan APBD.
L
" . Ke ala
gasarkan APBD yang telah ditetapkan, melalul Dum'a‘j1 Lapiﬂﬂ
(! Ed_k‘t.smas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk dite
Fu;jqdi RBA definitive.
mer*

; : a5 untuk
A Jefinitif digunakan scbagai dasar penyusunan DPA Dinas

ykan kepada PPKD.

Bl

diﬂj

BABV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 19

. . sarkan
,an RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasark

F,‘.[al{sant
]rqsinﬂ‘musing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kesatu
DPA-Puskesmas

Pasal 20

) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit
mencakup :
a. Pendapatan dan belanja;
b. Proyeksi arus kas; dan
¢. Jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.

() PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat
tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya atau
paling lambat dua hari setelah APBD disahkan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.
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T
an yane
ahan DPA berpedoman pada peraturan pcrundanﬁ“”dmm
pelit

F(ITF‘ ku,

| pl.'frl'n

. . Hsﬂhkﬂn.
nal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ¢ gl
[‘:I’]\'D- puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang pahng

1

kl ole - angka DPA tahun sebelumnya

Pasal 21

om Pasal
\ yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam
BiEs 2"

i ; . 31D.
1 2 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APt
EL HL R

. i : unﬂkﬂn
kan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dipers

- : . @ Imo

) P belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan bcmmu yang

| ntkukqn dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SES }1uran

Ja - - i 3 <Til
cetahul oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Pef

d;ruﬂdﬂng-undangﬂn,

¥

Pasal 22

‘ o : . i oleh
PA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatanganit ©
(1 E;alikﬂm dengan Kepala Puskesmas,

— _ _ ; D,
penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
v walikota dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas.

4 perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
IJIIm:'.nii’f,stasi dari hubungan kerja antara Walikota dan Kepala Puskemas
vang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

s palam perjanjian kinerja  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
l'wmikuta menugaskan Kepala Puskesmas untuk menyelenggarakan

kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesual yang
tercantum dalam DPA.

5| Perjanjian kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyvarakat;
b. kinerja keuangan;

c. manfaat bagi masvarakat.
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Bagian Kedua
Pe ndapatan

Pasal 23

(an persumber dari :
até

Aap %
prt” a Layanan
b javt ‘

|
¥

ipahs :
Hibd verjasama dengan pihak ketiga;

161
Has g pcndapamn Puskesmas yang sah;

Eoaint
J l;:;!BD- dﬁﬂ

'}

¢ apBN

Pasal 24

xiea . T E sud
pdapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimand dimak
end: 3

i Zlhﬂ‘l pasal 23 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan

. . & tau
ang diberikan kepada masyarakat, baik secara fee for Service dan/ &
A > n -
;:Cafa kapitasl.

andapatan vang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksuq dal'am
pasal 23 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak lt:f1k3t 33“5
giperoleh dari pemerintah, masyarakat atau badan lain, baik b::mpta
dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan ma

(2

uang-

yasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ‘dalam
pasal 23 huruf ¢ dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa
menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan
wgas pokok dan fungsi Puskesmas.

(3

(4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d antara lain:
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

(5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf e adalah merupakan subsidi dari APBD yang berupa
belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
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atan vang ber ‘
F;ndap:; u:u;quf da?i:b;:r dan ApRN sebagaimana dimaksud dalam
st = 12l Puskesmas ditunjuk sebagai pelaksand

pegaran dekonsentrsi dan/atay rygaq pembantuan

Pasal 25

il pmda}?mm sebagaimang dimaks .al 23 kecuali yang
1l dari hibah terikar, dapa sud dalam Pasal 23 kecuali )

per® : U dikelola langsung untuk membiayal
pelanja Puskesmas sesuai RBA definitif gsung

-l;‘lL

cluruh pendapatan sebagaimang,
¢, dand dilaporkan seb

dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,

agai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang
cah pada obyek pendapatan Puskesmas,

L= Y 1

Pasal 26

ibah terikat sebagaimana  dimaksuq

: dalam pasal 24 ayat (2)
. 3rla.l.,'_‘|ll{ﬁ!l sesual peruntukannya
alr J

Pasal 27

palam hal BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo ditunjuk sebagai

jksana anggaran dekonsentrasi /tugas pembantuan proses pengelola
keluaﬂgam‘?a diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang
écrlalﬂl dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 28

1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang
dituangkan dalam RBA definitif. |

2] Belanjz; merupakan biava operasional dan biaya non operasional sesual
dengan standar akuntansi keuangan.

| Dipindai dengan |
'@8 CamScanner”


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 2

o operasional sebagaiman,

av
i ik a pelavanan

LA may
'l' piaya umum dan “dmimstmqj
3l b b

di ;
iMaksud dalam Pasal 28 terdiri dart:

. q pelayanan sebagaim ;

, piayd f Edimana dimaksyg dal

LR am ay
da

1. by

:L By bahan

3. LR ;

o, biaya Jasa Pfflﬂ}'u“ﬂn

| biayd pemeliharaan

L - i
piava daya dan jasa

¢ .

i biaya pelayanan lain-lain

at (1) huruf a terdiri
pcguwui

4 Biavd umum dan administr
5] ik

asi : :
ruf b terdiri dari : sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1)
hu

a. biaya pegawal

b, biaya m{minlistmai kantor
. piava pemelitharaan

:i, piava barang dan jasa

i piava promaosi

¢ biaya umum dan adminstras; lain-lain

Pasal 30

giava non operasional sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 28, terdiri
dart:

3, biayd bunga;

b biaya administrasi bank;

- biaya };Emg‘fan penjualan asset tetap;

4 biaya kerugian penurunan nilai, dan

. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 31

() Pengelolaan  belanja  disclenggarakan secara fleksibel berdasarkan
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.

2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan belanja vang disesuaikan dengan perubahan pendapatan
dalam ambang batas vang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan
dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
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agelolaan belanja secary gy o
(3 X perlaku dalam ambang 1, “l sebagaiman

i a dimaksud dalam ayat
dalam RBA definitif, as fleksibilitag ses

uai yang telah ditetapkan

pmbang batas fleksibilitas gal,

agai .
( (3) ditetapkan dengan begay B4iMmana dimaksud dalam pasal 31 ayat

an pﬂracnmsel

crsentase sebppqi
5 Besaran P ] Agaimang s ,
“ dengan mempertimbangkan My, dimaksud dalam ayat (1) ditentukan

ast kegiatan operasional Puskesmas.

n Ccrsenite . '
) Besaran Perseniase sebagaimang g

oleh Walikota setelah mend aksud dalam ayat (2) ditetapkan

apat pertimbangan PPKD.

9 Khusus untuk biaya jasa Pelayanan seh
29 ayar (2] huruf ¢, ditetapk

dari pendapatan jasa layan
ayat (1).

agaimana dimaksud dalam pasal
an paling tinggi 40% (empat puluh persen)
an scbagaimana dimaksud pada pasal 24

Bagian Keempat .
Pengelolaan Kas

Pasal 33

(1) Transaksl — pencrimaan  dan  pengeluaran kas vyang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam pasal (23) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan

huruf d dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Unit Kerja Puskesmas
Jurangombo pada bank yang ditetapkan Kepala Puskesmas.

12) Rekening kas BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo sebagaimana

dimaksud dalam avat (1) dibuka oleh Kepala dan Bendahara Puskesmas
pada bank umum.

Pasal 34

(1} Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan hal-hal sebagai
berikut :

a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan,

c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

d. melakukan pembayaran

e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

[. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.
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f-’-'

(4

(3

(4

(3l

1)

qpanfaatan surplus kas g,
'Iﬂ':uk“n sebagni invest
g .

d gan resiko rendah,
det

ARaimana dimals warul [

LT ud dalam ayat (1)1
451 Janpka pendek .

; . (1]
pada instrumen  keuangl

P_m._ﬂ'nmmm Puskesmuas pada «
. . ; E
okening Kas BLUD Unit ey
qda pejabat keuangan p

o1 : y : .'
Ciap hari kerja disetorkan seluruhnyi ke

2 Puskesmas Juranpombo dan dilaporkan

KEP llHI{t:smmi

!m”gclﬂlnnn kas  BLUD Unit

Kerja  Puskesmas  Jurangombo
“qc]c:'ll-',gﬂr“k“” l":"'ﬂb‘ﬂl‘l{nn pr 1 [ I.I.lkLhI'ﬁ'Iul.L
di :

aktek bispis yang sehat,

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Utang,

Pasal 35

gLUD Unit Kerja: Puskesmag

Jurangombo dapat memberikan piutang
cchubungan dengan peny

erahan barang jasa, dan/atau transaksi yang

unpgan  langsung  m: : P
perhuUbUNEL BSUNE maupun  tidal langsung  dengan  kegiatan
pugkt_‘sﬁlilﬁ.

piutang dikelola secara tertip, cfisien, ckonomis, transparan dan

pertanggungiawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan

prinsip bismis yang schat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BLUD Unit Il{crja Puskesmas Jurangombo melakukan penagihan piutang
pada saat piutang jatuh tempo

BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo melakukan penagihan piutang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Puskesmas menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang,

Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang sulit

ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan
dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 36

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada
penilaian oleh pejabal yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
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enghapus .
, wenangan p AN piutang o . it
I’? ket ditetapkan  oleh ‘.‘-’alikmung Sebagaimana dimaksud dalam Y

. . n
ndang-undangan, berdasarkan  ketentuan — peraturd
e

Pasal 37

LuD Unit  Kerja Puskesmag
[1| -lnjﬂ'l'n:.ln,flltar.l[:;' BL‘hublmgnn dt‘ng
pcrii‘"“m peminjaman kepag

Jurangombo dapat melakukan

“thgan kegiatan operasional dan/atau
a pthak lain.

piﬂjﬂman dlk‘:lo]a dﬁn discl[‘:
.*_|'|

saikan secara tert] = konomis,

er chisien, ¢
jransparan dan bcrLanggungj ‘ Ho; ;
13

awab scsuai dengan praktek bisnis yang
Sc]‘lﬂt‘

pemanfaatan pPinjaman/utang yang be
jangka pendek hanya untuk bel
enutup defisit kas,

rasal dari perikatan pinjaman
anja operasional termasuk keperluan

pemanfaatan  pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman

(4l jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 38

(1 Besarnya utang jangka pendck setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan
pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.

o) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan olch Kepala Puskesmas.

(3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas
selama masa angsuran

(4 Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
dengan persetujuan Kepala Dinas.

(5} Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 35 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD Unit Kerja Puskesmas
Jurangombo.

Pasal 39

() Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/dacrah kadaluwarsa
setelah 5 (hma) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali
ditetapkan lain oleh undang-undang.
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¢

a b

2)

3]

(4

)

2)

dahunars? sebagaimang g ,
Nna pihak yang b“milllﬂng meng, alam ayat (1) tertunda apabila

ANE an : .
) r,,khim:fu masa kadaluwama Mukan tagihan kepada dacrah sebelum
Dc ‘ 0

aksud ¢

_ uan sebagaimana (;
C;:;:]varan kewajiban };tf:;: Scllld dalam ayat (1) tidak berlaku unt‘drk
wakcsmasklurangnmho, an pokok pinjaman BLUD Unit Kend

Pasal 40

dapat bersumber dari :
Pemerjntﬂh;

pcmt“'mmh dacrah lain;

Lcrﬂhaga keuangan bank;

Lembagd keuangan bukan bank; d
Mas)’amkm-

an

Pasal 41

gLUD Unit Kerja Puskg-smas Jurangombo wajib membayar bunga dan
pokok utang yang telah jatuh tempo.,

pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat melakukan pelampauan
pembayaran bungla dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pelampauan Pcmba}'aran bunga dan pokok pinjaman/utang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan
RBA perubahan.

Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo
melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pemimpin BLUD
puskesmas dapat melakukan  pelampauan pembayaran  dan
melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 42

BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dapat melakukan investasi
sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan Puskesmas.

Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa investasi jangka
pendek dan investasi jangka panjang.
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Pasa] 43

cestas! jangka pendek sebag
e

: , Aimana dipma1 .
A akan investasi vang R4 dimaksud dalam pasal 42 ayat (2)

olt )

mf:]}:jkaﬂ dalam rangl.;a mar::?at Stgera dip@fﬁlalhcliknn;‘ dic:lirk“"-

{1 el jemen g, : > ara

:Lmﬂikl selama kurang dar; 12 (dua bchl;; Z fllcln beresiko rendah ser
L& u nn

si jangka pe R
A T:::t::cuPJ pendek sbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
: DepoSito berjangka wakg, 3 (tig
pulan Yang dapat dipcrpﬂnjang
" pembelian Surat Utang N,
B pembelian Sertifikat B
d Pcmbe]ian Surat P

4) bulan sampai dengan 12 (dua belas)

Secara otomatis:
kara (SUNj;

ank Indonesiy (SBI); dan
crhendaharaan Negara (SPN).

Pasal 44

0 BLUD Unit Kerja Puskesmas

i ; _ urangombo tidak dapat melakukan
m..-cswsljﬂngl‘a panjang, kecual; -

alas persetujuan Walikota.

2l |nvestasi jangka panjang sebagaiman
C Jain:

a. Penyertaan modal;

p. Pemilikan oblig

adimaksud dalam ayat (1) antara

. asi unmk-n}asa jangka panjang; atau
¢, Investasi langsung (pendirjan perusahaan)

3 palam hal Puskesmas mendirikan, me

e mbeli badan usaha yang berbadan
hukum, kepemilikan badan usaha

tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 45

(i) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan
pendapatan Puskesmas

) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 46

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan
ckonomis sesuai dengan praktek bisnis yang schat.

| Dipindai dengan |
@ CamScanner” |


https://v3.camscanner.com/user/download

kesmas diberikan fleksibilitag berup
nnya dari ketentuan Yang berlaky
tau jasa pemerintah, bila terq

a pembebasan sebagian ataud

umum bagi pengadaan barang

2
{ Seh]ﬂ-]
Jataud

dﬂ-ﬂ-’fa apat alasan efektifitas dan

fﬁsicnSI_

; mekf-ibi“‘“ scbagafmana dimaksud dalam ayat (2) diberikan terhadap

F jengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

b_hibah tidak terikat yang diperoleh darg masvarakat atau badan laif,
dan/atau .

il kerjasama d ihz : :
c: hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

i Fleksibilitas scbagfilmana dimaksud dalam ayat (2) diberikan terhadap
" engadan barang/)asa yang bersifat : ’

.. barang/jasa yang bersifat wajib;

p. barang/jasa yang bersifat kebutuhan mendesak;

.. barang/jasa yang bersifat kebutuhan darurat. '

Fleksibilitas sgbagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:

a.jenjang nilai pengadaan; dan/atau

prealisasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pengadaan bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan bahan

radiologi.

(3)

Pasal 47

pengadaan barang/jasa vang dananya berasal dari hibah tenkat dapat
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau
wetentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang
dan/atau jasa vang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi
hibah.

Pasal 48

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

[2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berbentuk tim, panita atau unit yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
vang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan

barang/jasa guna keperluan Puskesmas.

3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
dari personil vang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
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Pasal 49

-wpn[aﬁf’i milik BL It ¥apr:
Il arang - Kerja pys

s dan/atau dialihkap . ‘tsmas Jurangombo dapat
dmﬂpu ce dengan cara dijye kﬁlmua Pthak lain atas das: : timbangan
;‘rﬂ"“omw g ara dijual, ditukay atau dihit, hL‘ ar pertimbi

* ahkan.

garant inventaris sebagaimana dimayguq dal
(3 Jarang pakat habis, barang unty), diolah ala

jak memenuhi persyaratan sebagaj

U £

m ayat (1) merupakan
atau dijual, barang lainnya yang
asset tetap,

' il penj
_erimaan hasil penjualan b . | | |
1 pener ) ; NE Inventaris s ai ot dari
El ongalihan sebagaimana dimaksud secbagai akibat ¢

ndapatan Puskesmas. dalam ayat (1) merupakan
et

g aalan b inv : ;
”1{351] Pr:_nlu;]akan:z-‘-cﬂg Inventars sebagaimanay dimaksud dalam ayat (1)
parus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

Pasal 50

1/ BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo tigak dapat mengalihkan
dan/atau menghapus asset tetap, kecuali at

as persetujuan pejabat yang
perwenang.

o) Aset tetap scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan asset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ([dua belas) bulan

antuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.

(1) Kewenangan pengalithan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan
jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4| Penerimaan hasil penjualan asset tetap akibat dari pengalihan
sebagaimana dimaksud dalam ayat [3) merupakan pendapatan
Puskesmas.

5)Hasil penjualan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

[6) Pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3] dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan
Kepala Dinas Kesehatan.

m Ptnggunaan asset tetap untuk kcgiatan yang tidak terkait langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
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Pasal 51

e . intah
Jan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama pemerin
11 0l

rant r,Lm._1n—r:mr'up;ln:l_um'n.
I'l d-}frah}i
| : ) 1451
dan Dangunan  vang tidak dipunakan dalam ﬂj“!ﬂ'ﬂ'l
) T ggaraan WS pokok dan fungsi dapat dialibkan olch Kep
4 Fa'-ﬂf"': _mas dengan persetujuan Walikota,
kesm
]*LI'F

Bagian Kedelapan
Kenasama

Pasal 52

o meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan
ot

f G _sama dengan pihak ketiga,

ke fj

erjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan
) hetl

P efisiensi, elektifitas dan ekonomis.
prinsiP €

Pasal 53

Kerjasarma dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
il 5
kerjasama Operasi; dan
a.
b cewa meny e,

. Kerjasama operasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
i merupakan perikatan antara Puskesmas denpgan pihak ketipa dalam
Pem'ﬂdia"m fasilitas  melalul pengelolaan  manajemen dan  proses

apr:rilsiﬂll‘.lill sccara bersama denpan pembagian  keuntungan sesual
kesepakalamn.

g Sewa menyewa  scbagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) huruf b,

merupakan pemanfaatan barang milik Puskesmas oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 54

|1 Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
pendapatan Puskesmas.

pasal 52, merupakan
2)Pendapatan Puskesmas seba

gaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpunakan secara |

Angsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

_—__
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Bagian Kesembilan
Penyelesajan Kerugian

Pasal 55

uskesmas yang dise .

il :lcl'aP as ye gfiisnhapknn oleh tindakan melanggar hukum
(U elalaian  SescoTang diselesaikan
I"IU
aw
,.eﬂ-m
!

sesual  Ketentuan pcmlurﬂn
Jang- undangan yang berlaku mengenaj penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 56

yrausahaan Keuangan paling sedikit meliputi ;

41 pené
i cnerimaan Kas

Z pcngcluaran kas

¢, piutang -

4. utang atau liabilitas
e pcrsetliaan

[ aset tetap

g ckuitas

Pasal 57

gendahara Puskesmas selaku Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Unit Kerja
puskesmas Jurangombo yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah
«ang terdapat pada Puskesmas wajib menyelenggarakan penatausahaan
Jeuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sesuai peraturan
p{mndang-undangan vang berlaku,

Pasal 58
(1} Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56
didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang

sehat,

2] Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dilakukan secara tertib, efektif, transparansi dan dipertanggungjawabkan.
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BAR V1
PERUBAHAN RBA DAN DPA PUSKESMAS

Pasal 39

ubahdt terhadap RBA BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo
“Tiﬁ;uknn apabila :
;1-.. Terdapal penambahan atau pengurangan anggaran vang haratmber
dan APBLY,
p, Belania melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan
dan

. pergeseran antar jerus belanja dan/atau antar kegiatan.

; [
3 F:rubﬂhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secsual
2 iengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

gerentuan lebih lanjut mengenal penyusunan, pengajuan, penetapan,
oerubahan RBA diarur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJA WABAN

Bagian kesatu
Akuntansi

Pasal 61
1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo menerapkan system informasi

manajemen keuangan sesuai dengan keburuhan praktek bisnis vang
sehat.

(] Setiap transaksi keuangan Puskesmas harus dicatat dan dokumen
pendukungnyva dikelola secara terub.

Pasal 62

{1/BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo menvelenggarakan akuntansi
dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan vang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
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avelenggaraan  akuntans;

. \ dan
! aksud dalam ay

|
) 4im ; at (1) mengpunak
andapiﬂﬂ“- belanja, asset, ke

laporan keuangan  sebapaimana
+1aKan basis akrual dalam pengakuan
Yiban maupun ekujtas dana.

Pasal 3

.-_1Dﬂhm r.-u]igk.‘.ul Pc;}}'cln?nggara:ul akuntansi dap pelaporan Keuangan
1) _' i ¥ ‘... -
perbasis akrual sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 62 ayat [2) Kepala

eesmas  Menmmns “hialk s L
puskesmas - Ileleﬂh““ akuntansi yang berpedoman pada
qandar akuntanst sesuai jenig lavanannya

3] Kebjjakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] digunakan

gebagai  dasar  dalam bengakuan,  pengukuran, penyajian  dan
PcnguﬂﬂkaF’ﬂn asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 64

1] Proses akuntansi secara manual melipyyj
a. Mencatat bukti transaksi ke dalam buku jumal:
b, Memposting ke buku besar dan buky pembantu;

¢. Mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
d. Menyusun laporan keuangan,

2 Proses akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer di Puskesmas.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertangpungjawaban Keuangan

Pasal 65

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2] terdiri
dari :

a. Neraca;,

b. Laporan operasional;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

2 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan
laparan mengenai kinerja.

(3] Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan laparan
Yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.
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s ; )

paparan operasional E’""h'a!:i*fl-”-'m’inm chim

( .1rrUF'1kﬂn laporan yang berisj informg
f ,qkf"-‘m:ﬁ selama saty periode.

ﬂ.'kﬁud dalam ayat (1) huruf b
#tjumlah pendapatan dan beban

arus kas sebagaimang

rin dir:
Lard S maksud dalam  aye uf ¢
(& .“P‘:.I-;un laporan yang menvajikan ; lam ayat (1) hur
Ll s operasional, invest. AN informasi kas sehubungan dengan
akawatds ; Stasi, dan akiivitas pendanaan  danjataud

Lavaan Yang mengeambarkom .
Lmbiayaan Yang mengeambarkan sapg, awal, penerimaan, pengeluaran

dan saldo akhir kas selama periode ey

atas laporan keu; _

t,..['_m!‘m at § .T]l o L\trudnﬂ-‘in schapaimana dimaksud dalam avat (1)
; - 4 an catatan y L : A2

,numf d merupi atidtan yvang beyis penjelasan naratif atau rincian

darl ANERA YANE tertera dalam laporan keuangan

Pasal 66

gelain laporan kevangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1),
aLUD Unit Kenja Puskesmas Jurangombo menyusun dan menyampaikan
|aporan keuangan secara berkala kepada DPPED melalur Dinas untuk
d:}cunsolid;miknn dengan laporan keuangan pemerintall daerah sesual
dar akuntansi pemerintah.

(]
i
L]

sfan

3| Laporan kf'unnp:,ﬂn @bﬂgmmmm dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
, Laporon realisasi anggaran;

b Meraca,

- Laporan arus kas; dan

4 Catatan atas laporan keuangan

Pasal 67

(1 Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 66
avat (2) terdiri dar :
a- Laporan triwulan,
b. Laporan semesteran; dan

¢, Laporan tahunan.

(2] Laporan  scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan sctelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 68

angan diaudit oleh pemeriksa ekternal

laporan pertanggungawaban keu
G : 238 undangan yang berlaku.

sesual dengan peraturan perundang-
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BAB vq1

ﬁHUNTAHILITﬁS KINERJA

Pasal 69

Kepata Puskesmas  bertangey o,

- : terhad: ineris rasional
puskesmas sesuai dengan tolok iy yang hadap kinerja ope

ditetapkan dalam RBA,

cenala Puskesmas menpikhy ; :
¥ Kep Bikhlisarkan dan melaporkan kinerja operasional

- : AS SCCOTA telinteprae
puskesmas s CRTast denpan | -
: ! aparg ang: agaimana
di.tﬂ'-‘-]":‘“ud dalam pasal 65 aya, () poran keuangan sebag

BAB IX
SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 70

% ANEEars = i :
(1 M!TF']US_ bharan merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan
dan realisasi belanja Puskesmas pad

a satu tahun anggaran,
;2 Surplus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan dalam

anggaran tahlm. berikutnya atay seluruhnya disetor ke Kas Daerah
dengan memperumbangkan posisi likuiditas Puskesmas,

Pasal 71

(1) Defisit angearan merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan
dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun angparan
berikutnya kepada PPKD melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

(3) PPKD  sesuai  kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk
menutup defisit pelaksanaan anggaran Puskesmas dalam APBD tahun
anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dengan ditetapkannya BLUD Unit Keria Puskesmas Jurangombo sebagal
PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA
definitif vang berfungsi sebagai DPA BLUD.
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. Bapy
“ETENTUAN PENyTUP

Fasal 73

" aini mula; berlaky pada tange

al diundangkan,

(gar Setiap Orang mengetahy;

N A, memerintap,
walikota i1 dengan Penempat

an penpundangan Peraturan

a Dacrah Kota Magelang.

ctapkan di Magelang
pdda tanggal 3 Movember 2014

“OTA MAGELANG,

.

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Mag
pada tanggal 2

Ao bre o a

SEKRETARIS DA} KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR a7
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